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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan, karena pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.  Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. 

 Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.
 Salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah keterangan terdakwa, dimana terdakwa juga akan dimintai keterangan oleh hakim seputar tindak pidana yang didakwakan padanya. 

Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa menyatakan disidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya diluar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Keterangan di hadapan penyidik dan keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan dimuka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa.

Menurut Yahya Harahap : “Dalam banyak kasus, hampir setiap keterangan yang Tersangka / Terdakwa berikan dalam pemeriksaan penyidikan selalu dicabut kembali di sidang pengadilan, dan hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya”.
 Banyak alasan kemudian yang terdakwa berikan atau ketengahkan terkait dengan pencabutan keterangan yang telah dia berikan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di muka sidang pengadilan.

Keterangan terdakwa bisa didapatkan sejak tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam BAP saat ia masih berstatus tersangka, terdakwa juga akan dimintai keterangan oleh hakim seputar tindak pidananya yang didakwakan kepadanya pada saat persidangan, namun dalam pertanyaannya hakim masih berpedoman pada keterangan yang ia berikan dalam BAP pemeriksaan.
 Pengakuan terdakwa dahulu merupakan terget utama, sehingga dalam praktek pemeriksaan pendahuluan (sekarang pemeriksaan penyidikan) sering terjadi intimidasi secara psikhis maupun phisik untuk mendapatkan pengakuan terdakawa. Namun demikian pengakuan dalam pemeriksaan pendahuluan itu hanya dapat dipakai sebagai “ancer-ancer” (anwijzing) yang apabila tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti lain yang sah, menurut hukum kesalahan terdakwa belum terbukti secara sempurna.

Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Hal ini secara implisit memberikan hak pada terdakwa untuk menarik atau mencabut keterangannya yang sudah tertuang dalam BAP apabila disadari dalam pemeriksaan terdapat unsur pengekangan terhadap kebebasan memberikan keterangan. Pengekangan kebebasan tersebut dapat berupa tekanan, paksaan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh penyidik..

Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan didasarkan pada duduk perkara yang digambarkan oleh alat bukti dan barang bukti yang ditemukan dalam perkara tersebut oleh penyidik dan setelah melewati proses pra penuntutan (jika diperlukan). Ketika terdapat pencabutan BAP oleh terdakwa, hal ini akan berdampak pada surat dakwaan tersebut, karena salah satu alat bukti yang mendasari penyusunannya telah dicabut. 

Dampak dari pencabutan BAP oleh terdakwa akan mempengaruhi kekuatan dari pada surat dakwaan itu sendiri baik secara langsung ataupun tidak langsung, ataukah tidak mempengaruhi. Lebih jauh lagi, jika pencabutan BAP oleh terdakwa mempengaruhi kekuatan dari dakwaan dan tuntutan yang diberikan padanya apakah hal ini akan mempengaruhi putusan yang diberikan oleh hakim pada akhirnya nanti. Karena pada dasarnya hakim haruslah memutus suatu perkara berdasarkan bukti dan keyakinannya terhadap perkara tersebut, sedangkan salah satu bukti sudah mengalami perubahan. Hal ini menimbulkan perhatian karena apabila pencabutan BAP oleh terdakwa sampai mempengaruhi putusan oleh hakim maka pencabutan BAP oleh terdakwa dapat ia gunakan sebagai senjata dalam persidangan untuk mendapat putusan yang lebih menguntungkan untuk dirinya sendiri. Dengan begitu keadilan akan ternodai dan kebenaran materiil hanyalah tujuan yang tidak pernah tercapai ataupun angan-angan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk memilih judul skripsi “Tinjauan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Mencabut Keterangannya Pada Pemeriksaan Di Persidangan (Studi Penelitian Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana ?

Bagaimana akibat hukum pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan dalam sistem peradilan pidana  ?
Bagaimana  implikasi pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan terhadap putusan akhir  ?
Tujuan Penelitian.
Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.
Untuk mengetahui akibat hukum pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan dalam sistem peradilan pidana  .
Untuk mengetahui implikasi pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan terhadap putusan akhir  
Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum Pidana tentang terdakwa yang mencabut keterangannya pada pemeriksaan di persidangan.

Kegunaan praktis:

Bermanfaat kepada masyarakat umum khususnya kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agar mendapatkan keterangan tentang terdakwa yang mencabut keterangannya pada pemeriksaan di persidangan.

Mengungkapkan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi  serta alternatif solusi permasalahan tersebut.
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